PERJANJIAN KERJASAMA
RSUD TAMAN HUSADA BONTANG
DENGAN
RUMAH SAKIT PUPUK KALTIM BONTANG
TENTANG
PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAN PERBEKALAN FARMASI

Nomor : B/ |1 /s1p.445/1/2021
Nomor ao? JKMU-KSU/PKS-1IR/1/2021

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Januarl tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan
di bawah ini:

1. Nama : dr. Bahauddin, MM
Jabatan : PIt. Direktur RSUD Taman Husada Bontang
Alamat : JI. S. Parman No.1 Kec. Bontang Barat, Bontang

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : dr. Dina Laillani
Jabatan ¢ Direktur RS Pupuk Kaltim Bontang
Alamat : JI. Oxigen No. 1 Komp. PT Pupuk Kaltim Kec. Bontang Utara, Bontang

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara
sendiri-sendiri disebut PIHAK, lebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Rumah Sakit Pemerintah yang beroperasi di wilayah Kota Bontang
secara sah berdasar ketentuan dan perundangan yang berlaku;

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Swasta yang beroperasi di wilayah Kota Bontang secara
sah berdasar ketentuan dan perundangan yang berlaku;

3. Bahwa PARA PIHAK menyatakan setuju dan bersepakat untuk melakukan kegiatan kerjasama dalam
hal pemberian pelayanan kesehatan Rujukan, dan perbekalan farmasi (peminjaman maupun
pembelian) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat
darurat;

2. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur
pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal
maupun horizontal;

3. Jaminan Kesehatan adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang
diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran.

4. Perbekalan Farmasi adalah obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan reagen dari sumber
yang dapat dipertanggungjawabkan.
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PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini antara lain :

a. Sebagai kelengkapan dan tertib administrasi dalam pemenuhan standar mutu pelayanan;

b. Adanya kesepahaman PARA PIHAK dalam pemberian pelayanan rujukan sesuai amanat
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 001 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Kalimantan
Timur Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan
Kesehatan;

c. Sebagai kesepakatan PARA PIHAK dalam pemberian pelayanan perbelakan farmasi.

2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini antara lain :

a. Pemberian pelayanan terhadap pasien-pasien yang oleh karena sesuatu hal (seperti : tempat
tidur penuh, alat kesehatan rusak dan/atau dalam proses perbaikan, Perbekalan Farmasi kosong
dan/atau dalam proses pengadaan/pengiriman, renovasi ruangan, sehingga tidak dapat
dilakukan pelayanan di PIHAK PERTAMA serta perlu dirujuk ke PIHAK KEDUA dan sebaliknya ;

b. Pemberian pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien tanpa membedakan status jaminan
kesehatan pasien tersebut;

c. Pemberian pelayanan kesehatan rujukan secara terstruktur dan berjenjang sesuai ketersediaan
sumber daya/fasilitas kesehatan tingkat lanjut;

d. Pemberian pelayanan dalam hal ketersediaan perbekalan farmasi.

PASAL 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

=

PARA PIHAK merujuk pasien sesuai dengan ketersediaan sumber daya/fasilitas;
PARA PIHAK menerima pasien yang dirujuk;
3. Adapun Pelayanan Kesehatan Rujukan meliputi :
a. Pelayanan rujukan darurat (emergency) dan tidak darurat (non emergency);
b. Pelayanan rujukan laboratorium;
c. Pelayanan rujukan rawat inap;
d. Pelayanan rujukan radiologi;
e. Pelayanan darah;
4. PARA PIHAK bersedia memberikan perbekalan farmasi sesuai dengan kebutuhan, apabila diantara
PARA PIHAK mengalami kekosongan perbekalan farmasi.
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PASAL4
HAK DAN KEWAIJIBAN PARA PIHAK

1. HAKPARA PIHAK :

a. PIHAK yang menerima rujukan berhak mendapatkan informasi/data terhadap pasien yang
dirujuk dan menerima kelengkapan administrasi rujukan pasien dari PIHAK yang merujuk
pasien;

b. PIHAK yang mengalami kekosongan perbekalan farmasi berhak mendapatkan perbekalan
farmasi dari PIHAK lainnya apabila terjadi kekosongan perbekalan farmasi sesuai dengan
kebutuhan;

c. Pasien dari PIHAK yang merujuk berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di PIHAK yang
menerima rujukan sesuai dengan ketentuan manfaat jaminan kesehatan.

2. KEWAIIBAN PARA PIHAK :
a. PARA PIHAK wajib merujuk dan atau menerima pasien sesuai dengan standar rujukan dan
pelayanan, baik kasus darurat (emergency) dan tidak darurat (non emergency);
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b. Rujukan pasien darurat (emergency) dilakukan sesuai dengan penanganan kegawatdaruratan
sesuai standar;

c. PARA PIHAK wajib membuat Rujuk balik bagi pasien sesuai dengan struktur dan jenjang fasilitas
kesehatan tingkat lanjut;

d. PARA PIHAK wajib melakukan koordinasi mengenai perkembangan kesehatan pasien yang
dirujuk.

e. PIHAK yang meminjam perbekalan farmasi wajib mengembalikan perbekalan farmasi sesuai
dengan peminjaman perbekalan farmasi pada PIHAK yang meminjamkan.

f. PIHAK yang merujuk pasien wajib melakukan pembayaran biaya yang timbul atas pelayanan
kesehatan yang telah dilakukan PIHAK yang menerima rujukan.

PASAL S5
WAKTU PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 2 (dua) tahun mulai dari ditandatanganinya perjanjian ini
sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan
dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan bersama;

2. Apabila salah satu PIHAK hendak mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum berakhir masa
perjanjian, maka terlebih dahulu PIHAK yang lain harus memberitahukan secara tertulis kepada
PIHAK yang lainnya dalam kurun waktu minimal 1 (satu) bulan sebelum perjanjian kerjasama ini
diakhiri.

3. Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang Perjanjian ini namun karena satu dan lain
hal Perjanjian ini belum diperpanjang hingga habis jangka waktu sebagaimana tercantum pada ayat
(1) Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini secara otomatis tetap berlaku dengan
ketentuan yang sama sampai Perjanjian baru ditandatangani.

4. Perjanjian yang berakhir karena sebab ayat (2) Pasal ini dan Pasal 7 tentang Sanksi tidak menghapus
atau membebaskan kewajiban yang masih ada dan harus dipenuhi oleh salah satu PIHAK terhadap
PIHAK lainnya atau kewajiban terhadap pasien, dan menyatakan diri tidak akan melakukan Gugatan
maupun Tuntutan dalam bentuk apapun kepada PIHAK yang melakukan pengakhiran Perjanjian
serta dalam pelaksanaan pengakhiran Perjanjian PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan
berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 KUH Perdata.

PASAL 6
TARIF

1. PARA PIHAK menyetujui sistem dan prosedur pelayanan kesehatan termasuk daftar tarif pelayanan
yang diberlakukan di masing-masing PIHAK sebagaimana tercantum pada lampiran Perjanjian ini.

2. Dalam hal terjadi perubahan tarif, PIHAK yang melakukan perubahan tarif wajib memberitahukan
kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tarif baru diberlakukan.

PASAL7
PEMBIAYAAN

1. PARA PIHAK secara berkala akan melakukan penagihan. Setiap tagihan dilunasi sepenuhnya dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tagihan diterima oleh PARA PIHAK.

2. Pembiayaan pelayanan kesehatan rujukan disesuaikan dengan status kepesertaan jaminan
kesehatan yang dimiliki oleh pasien yang dirujuk sesuai ketentuan manfaat jaminan kesehatan
tersebut yang akan dituangkan dalam lampiran perjanjian kerjasama ini;

3. Pembiayaan pasien umum menjadi tanggung jawab pasien dan/atau keluarga/kerabat penanggung
pasien tersebut;
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4. Pembiayaan perbekalan farmasi berupa perbekalan farmasi yang dipakai pada saat itu.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam
melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat dari suatu Keadaan Kahar (Force Majeure) seperti
peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang
harus dinyatakan oleh pejabat/ instansi yang berwenang.

2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban
salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar (Force Majeure) tersebut harus
memberitahukan secara tertulis dan disertai dengan keterangan dari pejabat/ instansi berwenang
atas Keadaan Kahar (Force Majeure) tersebut kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini, yaitu
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar (Force
Majeure) tersebut.

3. Dalam hal PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar (Force Majeure) tersebut lalai untuk
memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi
beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar (Force Majeure) tersebut.

PASAL 9
SANKSI

Dalam hal salah satu PIHAK melanggar/ tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini
maupun lampiran-lampirannya, maka PIHAK lainnya dapat melakukan pengakhiran Perjanjian setelah
memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada PIHAK yang melanggar, dengan jarak waktu
masing-masing surat peringatan selama 7 (tujuh) hari kalender.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini, maka akan
diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Dalam hal dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak
berhasil atau gagal, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui
pengadilan Negeri dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Bontang - Kalimantan

Timur.
PASAL 11
KORESPONDENSI
1. PIHAK PERTAMA
Nama Instansi : RSUD Taman Husada Bontang
Alamat :)l. Letjen. S. Parman No 1

No. Telp/fax :0548-22111/29111
Contact Person :
a. dr. | Wayan Santika

Kasi Pelayanan dan Pengembangan Medik
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PASAL 12
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau penambahan atas materi perjanjian ini dilakukan dengan persetujuan PARA PIH'AK
dan dituangkan dalam bentuk amandemen atau addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian

yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL13
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat pada hari bulan dan tahun yang sebagaimana disebut pada awal
perjanjian, diatas kertas bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) dan memiliki kekuatan hukum yang
sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA
PIHAK.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
RSUD Taman Husada Bontang RS Pupuk Kaltim Bontang
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